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LIBURAN sekolah di Yogya
identik dengan kemacetan.
Sejumlah ruas jalan di Yogya
dipadati kendaraan roda em-
pat plat luar Yogya. Kemacetan
terliahat di sejumlah titik jalan
utama, seperti Jalan Margo
Utomo serta sirip-sirip Jalan
Malioboro. Mereka memang
sengaja berlibur di Yogya yang
menyajikan berbagai keu-
nikan.

Bagi pelaku wisata, libur
sekolah di Yogya juga identik
dengan berburu rezeki. Inilah
saatnya menangguk untung
dengan menawarkan berbagai
produk, baik produk makanan,
kerajinan dan sebagainya.
Pusat-pusat kuliner pun dipa-
dati pengunjung dari berbagai
daerah. Sementara, anggapan
bahwa yang menikmati liburan
dan berwisata di sejumlah des-
tinasi adalah wisatawan luar
Yogya sangatlah keliru. Warga
Yogya pun harus ikut
merasakan  berlibur dan
berwisata di daerahnya sendiri.

Tak kurang-kurang kita
mengingatkan pelaku usaha
untuk tidak menggunakan aji
mumpung menangguk keun-
tungan yang tak wajar dari
wisatawan. Biasanya pada
masa liburan panjang, ada sa-
ja pelaku usaha yang nakal
dengan énuthuki harga kepa-
da konsumen. Ibaratnya énilai
setitik, rusak susu sebelangai.
Meski hanya satu oknum yang
berbuat, namun merusak citra
pariwisata secara keseluruhan.

Apalagi, kekecewaan wisa-
tawan itu diunggah di media
sosial, dampaknya sangat
serius dan menjadi tidak pro-
porsional lagi. Seolah-olah se-
mua pedagang énuthuki har-
ga, padahal itu hanya ulah
segelintir oknum. Untuk itulah,
sebagaimana diingatkan
Kepala Dinas Pariwisata DIY
Singgih Raharjo, kenyamanan
dan keamanan para wisa-
tawan saat berada di DIY men-
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jadi keharusan yang tidak bisa
ditawar-tawar. Singgih pun
mengingatkan kepada pelaku
industri pariwisata pentingnya
hospitality dan harga yang wa-
jar alias tidak énuthuki (KR
1/7).

Kita menangkap pesan
tersebut sangat serius, karena
bila tidak ada keramahan da-
lam melayani wisatawan,
mereka akan kecewa dan
kapok untuk kembali ke Yogya.
Sebaliknya, dengan pelayanan
yang ramah, tidak ‘nuthuk’ har-
ga, mereka akan merasa betah
dan berlama-lama di DIY.
Dampaknya, perputaran uang
pun berjalan cepat dan pelaku
usaha akan banyak diun-
tungkan.

Kita juga mendorong agar
sistem pengaduan secara on-
line atas keluhan wisatawan
direspons secara cepat agar ti-
dak menjadi bola liar dan viral.
Sejalan dengan itu, peran me-
dia, baik media mainstream
maupun media sosial sangat
strategis untuk mengabarkan
dan memberi literasi kepada
masyarakat bahwa DIY adalah
wilayah yang aman dan nya-
man dikunjungi.

Peran stakeholder atau pe-
mangku kepentingan juga sa-
ngat penting untuk memba-
ngun Kkolaborasi dengan
pelaku industri pariwisata guna
mewujudkan ekosistem pari-
wisata yang sehat, aman, dan
nyaman. Pelayanan yang
ramah kepada wisatawan
akan memberi kesan yang ku-
at sekaligus sebagai promosi
yang efektif, karena mereka
akan meneruskannya kepada
teman, tetangga maupun ker-
abat, bahwa Yogya memang
layak untuk dikunjungi. Wisa-
tawan tak cukup hanya datang
sehari atau dua hari, kalau per-
lu hingga seminggu, sehingga
perekonomian di Yogya akan
bergerak cepat dan menebar
manfaat bagi masyarakat. J-d
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Menjaga Pusat Data Nasional

PUSAT Data Nasional (PDN) yang di-
kelola oleh Kementerian Kominfo meng-
alami serangan siber. Kepala Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengon-
firmasi bahwa insiden ini disebabkan se-
rangan ransomware bernama Brain
Cipher. Ransomware ini mengunci data
PDN dan meminta tebusan 8 juta dolar
AS berupa bitcoin (tekno.kompas.com).
Serangan ini mirip yang terjadi pada BSI
pada Mei 2023.

Akibat serangan ini, beberapa la-
yanan publik terganggu. Permohon-
an KTP, KK, akta kelahiran, dan
paspor, juga layanan imigrasi di
bandara harus diubah ke mode ma-
nual, sehingga terjadi antrian pan-
jang. Layanan rumah sakit dan
Puskesmas yang terhubung ke PDN
terganggu, mempengaruhi penca-
tatan pasien dan pengelolaan obat.
Pengolahan data pajak dan PNBP,
termasuk pembayaran, dan pelapor-
an keuangan pemerintah juga ter-
dampak.

Total 210 instansi, 50 Kemen-
terian/Lembaga (termasuk BAIS),
13 provinsi, 105 kabupaten dan 31
kota yang kena. Pemerintah sudah
menyerah. Meski enggan membayar
tuntutan peretas. Dan pemerintah
sudah pasrah kehilangan data
berharga yang dikunci peretas (na-
sional. kompas.com, 27 Juni 2024).

Proyek Strategis

PDN dibangun sebagai salah satu
proyek strategis nasional. Selain men-
dukung kebijakan satu data nasional, in-
frastruktur ini diharapkan menjadi
kendali negara terhadap kedaulatan da-
ta warga negara. Sebagai pusat penyim-
panan data strategis bagi seluruh instan-
si, PDN bertujuan mengoptimalkan pe-
ngelolaan data, memastikan keamanan,
dan memudahkan akses bagi pihak yang
membutuhkan.

Sebelumnya, nyaris setiap instansi me-
ngelola server sendiri. Tidak semua me-
miliki ruangan yang layak, suplai listrik
yang terjaga serta sumber daya manusia
mumpuni. Dengan PDN koordinasi jadi
lebih baik antara instansi pemerintah
dan mempercepat pengambilan keputus-
an.

Serangan ransomware yang baru-baru

Fahmi Amhar

ini menunjukkan pentingnya perlindung-
an dan pemulihan data yang lebih baik
untuk menghadapi ancaman siber. Kasus
peretasan PDN dengan ransomware bisa
terjadi karena berbagai faktor. Antara
lain, pertama, kerentanan Sistem

Operasi PDN yang tidak terupdate atau

memiliki celah keamanan yang dapat di-
manfaatkan peretas. Kedua perangkat
lunak yang tidak aman dan terhubung ke
jaringan PDN bisa menjadi celah bagi
ransomware.

Ketiga, konfigurasi yang kurang ketat
pada firewall, antivirus, dan perangkat
keamanan lainnya bisa menjadi jalan
masuk ransomware. Windows Defender
mungkin cukup untuk melindungi laptop
pribadi, namun bukan sebuah PDN.
Keempat, faktor manusia, pengguna in-
ternal yang tertipu oleh email phishing
atau metode rekayasa sosial lainnya
(semisal judi online) bisa memberikan
akses kepada peretas. Ini salah satu
metode yang paling umum digunakan
untuk menyebarkan ransomware.

Soal SDM ini, memang jadi muncul

teori konspirasi. Jangan-jangan ada (da-
ta kejahatan) yang mau disembunyikan?
Jangan-jangan peretas itu orang dalam?
Jangan-jangan sistem komputer terretas
karena kelengahan orang dalam akibat
addicted dengan judi online? atau akibat
sibuk menambang bitcoin?

Ini dapat muncul jika rekrutmen mere-
ka berdasarkan nepotisme, bukan kom-
petensi. Bisa juga karena gaji mereka
terlalu kecil, akibat sistem outsource &
PPPK?

Langkah Strategis

Untuk melindungi PDN dari se-
rangan ransomware di masa depan,
beberapa langkah strategis harus di-
ambil: Pertama, rekrutmen personel
berdasarkan kompetensi dan ke-
tagwaan, dan memberikan pelatih-
an berkala ke semua pengguna ten-
tang identifikasi dan mitigasi an-
caman seperti phishing dan reka-
yasa sosial.

Kedua, semua sistem dan
perangkat lunak selalu diperbarui
dengan patch keamanan terbaru
untuk menutup celah yang bisa di-
manfaatkan peretas. Ketiga, backup
data secara berkala dan menyimpan
salinannya di lokasi yang terpisah
dan aman. Ini penting agar data
cepat dipulihkan. Keempat, mene-
rapkan kebijakan keamanan ketat,
termasuk autentikasi dua faktor,
enkripsi data, dan akses berbasis pe-
ran (role-based access control).
Kelima, menggunakan perangkat lunak
pemantauan untuk deteksi ancaman ak-
tivitas mencurigakan secara real-time
dan mengambil tindakan cepat jika ada
anomali. 0O-d

*) Prof Dr Ing Fahmi Amhar,
Anggota Ikatan Alumni Program
Habibie (IABIE).
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com
dengan panjang tulisan antara 550 - 600
kata, dengan mengisi subjek mengenai
isu yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Tindak-Tanduk Polri

ADA pesan penting disampaikan
Presiden Joko Widodo dalam pidato HUT
ke-78 Kepolisian Negara RI, 1 Juli lalu.
Presiden mengapresiasi citra Polri yang
membaik dalam beberapa survei ter-
akhir. Tetapi Presiden juga mengingat-
kan agar Polri profesional dan tidak
tebang pilih. Rakyat melihat dari dekat
seluruh tindak-tanduk Polri. Kalimat
‘Rakyat melihat tidak-tanduk Polri’ perlu
digaris bawahi. Kata tindak-tanduk ber-
asal dari Bahasa Jawa, mempunyai mak-
na dalam, yang berarti tingkah laku, per-
buatan, kelakuan, dan sepak terjang.

Pernyataan Presiden Jokowi ini pas se-
bagai pesan saat para petinggi Polri
membanggakan capaian jajarannya
yang bekerja secara profesional dan
terus berada di garda terdepan dalam
menjaga keamanan dan mengayomi ma-
syarakat. Apalagi dengan hasil survei
yang membaik. Jenderal Listyo Sigit
Prabowo sejak awal menjabat Kapolri se-
lalu mengumandangkan slogan ‘Polri
yang Presisi’. Mengutip laman resmi
Polri, arti Presisi adalah singkatan dari
Prediktif, Responsibilitas, dan Trans-
paransi berkeadilan. Konsep prediktif da-
lam Presisi berfokus pada kemampuan
pendekatan pemolisian prediktif (predic-
tive policing). Melalui pendekatan ini,
petugas Bhayangkara diharapkan mam-
pu menakar tingkat gangguan keaman-
an dan ketertiban masyarakat (Kam-
tibmas) menggunakan hasil analisis
berbasis pengetahuan, data, dan metode
yang tepat. Jadi, pencegahan masalah ti-
dak hanya cepat tanggap, tetapi juga
tepat sasaran. Sebelumnya, Polri meng-
usung jargon Promoter yang merupakan
abreviasi dari profesional, modern dan
terpercaya. Jargon ini digunakan sejak
era Kapolri Tito Karnavian hingga kepe-
mimpinan Idham Azis.

Masyarakat mendukung tekad Kapolri
Listyo Sigit Prabowo. Polri profesional
dan Presisi memang ideal untuk mewu-
judkan harapan bersama. Tetapi
Presiden Jokowi secara tidak langsung
mengingatkan Polri agar melihat realitas
yang terjadi selama ini. Benar yang di-
ingatkan Presiden, karena kerja Polri
berkaitan erat dengan layanan masyara-
kat. Karena dekatnya Polri dengan ma-
syarakat tidak ada sekat yang menutupi
apa pun yang terjadi di jajaran Polri.
Sangat banyak pemberitaan dan infor-
masi di media massa tentang keluhan
masyarakat menyangkut buruknya ki-
nerja anggota Polri di lapangan. Paling
banyak diketahui masyarakat adalah ki-
nerja polisi yang menangani lalulintas di

Imam Anshori Saleh

jalan yang dengan gampangnya
memalak pelanggar aturan lalulintas.
Dalam penanganan perkara di tahap
penyelidikan dan penyidikan juga sering
terjadi praktik permintaan uang secara
halus maupun kasar seperti pemerasan.
Antara lain untuk mempercepat proses
pemeriksaan, memilihkan pasal-pasal
yang disangkakan, pemberhentian
perkara (SP3), percepatan perkara, dan
sebagainya.

Masyarakat mengikuti pemberitaan di
media massa tentang banyaknya kasus
salah tangkap, salah tembak, dan salah
penersangkaan, akibat proses penye-
lidikan dan penyidikan perkara yang ti-
dak cermat dan penanganan perkara
yang tidak profesional. Masyarakat akan
dirugikan, hak asasi dan hak keper-
dataannya tidak terlindungi. Akibatnya
sebagian masyarakat enggan berurusan
dengan polisi dan menjadi apriori ter-
hadap polisi. Ada ungkapan lama, “mela-
por ke polisi karena kehilangan kambing
bisa malah akan kehilangan sapi.” Itu
terjadi karena saking banyaknya
pungutan dari oknum polisi untuk
mengurus perkara. Belum lagi
banyaknya kasus pidana diperdatakan
atau kasus perdata dipidanakan, karena
adanya pihak yang memberi “uang jasa”
kepada oknum polisi. Tindakan salah
kaprah yang terpaksa dilakukan seba-
gian masyarakat pencari keadilan.
Tindakan kekerasan dilakukan oleh
oknum polisi dalam penyelidikan

lu diketahui dan diatasi oleh petinggi
Polri, agar ‘Polri Presisi’ tidak hanya
berhenti pada slogan dan harapan, tetapi
menjadi kenyataan yang dapat di-
rasakan masyarakat. Lambang dan mot-
to Polri berbunyi Rastra Sewakottama
dari bahasa Sansekerta yang berarti
“Pelayan utama Bangsa”, jangan sampai
digantikan dengan ungkapan “no viral no
Justice,” (tidak viral tidak ada keadilan),
yang akhir-akhir ini populer di.masyara-
kat untuk menggambarkan polisi kita
yang lamban dan baru membereskan
perkara jika sudah diviralkan di media
massa atau media sosial.

Dari uraian singkat di atas, pesan
Presiden Jokowi ihwal tindak-tanduk
Polri yang selalu dipantau masyarakat
sesungguhnya sindiran halus untuk Polri
yang juga mewakili perasaan masyara-
kat yang menginginkan adanya perubah-
an di Polri kita. Yang mesti dibenahi
bukan yang di tingkat atas, tetapi yang
terpenting kinerja Polri di lapangan.
Rasanya sejak Reformasi sampai hari ini
Polri kita belum menunjukkan kinerja
dan layanan yang baik. Polri Presisi baru
sebagai slogan indah yang mati dan
belum hidup di hati masyarakat.
Perubahan dan pembenahan kinerja
polisi tidak hanya menjadi tugas petinggi
Polri, tetapi semua pemangku kepenting-
an Polri perlu terlibat, baik pembenahan
struktur maupun kulturnya. (*)

*) Dr Imam Anshori Saleh SH MH,
anggota DPR RI (2004-2009) Wakil
Ketua Komisi Yudisial R (2010-2015).

dan penyidikan masih kerap terja-

di. Padahal di awal Reformasi
sifat militeristik Polri sudah dihi-
langkan melalui undang-undang.
Semua itu bermula dari rendah-
nya integritas dan profesionalitas
sebagian anggota Polri. Sampai
ada guyonan Gus Dur (KH
Abdurrahman Wahid) yang sa-
ngat populer, bahwa hanya ada
tiga polisi yang jujur di Indonesia:
polisi tidur, patung polisi dan Pak
Hoegeng. Meski kita tidak
sepenuhnya setuju dengan guy-
onan itu, tetapi setidaknya humor
ala Gus Dur itu mewakili opini se-
bagian masyarakat yang kecewa
dengan maraknya oknum polisi
main uang, tebang pilih, tidak pro-
fesional, dan tidak berintegritas.
Agaknya bopeng-bopeng kinerja
Polri di lapangan inilah yang per-
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Menkopolhukam pastikan PDNS 2
pulih Juli ini.
-- Pastikan juga serangan siber tak
mempan.
skesesk
Siap dibentuk Satgas Pengendalian
PPDB.
-- Tak hanya mengawasi, tapi juga
menindak.
skekesk
Beban kerja Pantarlih berlebih, bisa
pengaruhi proses coklit.
-- Pastinya butuh relawan.
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